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BAB I 

PENDAHULUAN 

A . Latar Belakan g Penelitian 

Pembangunan nasional ya ng dil aksanakan selama ini merupakan upaya 

pembangunan yan g berkes inambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil , makmur dan sejahtera yang berdasa rkan Pancasila dan Undang - Undang 

Dasar Nega ra Republik Jndonesia Tahun 1945. Dalam mencapa i tujuan tersebut, 

pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhat ikan keseras ian, kese larasan dan 

keseirnban gan bcrbaga i un sur pembangunan, te rm asuk dalam bidang hukurn. Untuk 

dapat rn enyukseskan pernbangunan nas ional dibutuhkan adanya suatu pendapatan 

atau penerim aan suatu negara da n sa lah satu sumbern ya ada lah paj ak. Pajak rn enurut 

P.J.A. Ad ri ani ada lah: 1 

iuran kcpada nega ra (yang dapal dipaksakan) ya ng terhutang olch yang waj ib 
merr1bayarnya menurut peraturan-pemturan , dengan tidak mendapat prestasi 
kembali , yang lan gsung dapat ditunjuk, dan ya ng gunan ya adalah untuk 
membiaya i pengeluaran-pengc luaran umum berhubung dcngan tugas nega ra 
untuk menye lenggarakan peme1·in tahan. 

Mcngingat pajak digunakan untuk melaksanakan pcmbangunan di segala 

bidang, baik pembangunan fi sik maupun non fi sik, maka juga dapat dikatakan bahwa 

pajak itu digunakan untuk melaksanakan pembangu nan. 2 Pernbangun an akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kemampuan masyarakat bertan1bah , 

1 
R. Santoso Brotodihardj o, Pengantar 1/mu Hukum Pajak, (Bandung: Eresco, 198 1 ), 

ha lam an 2 
2 

Y. Sri Pudyatmo ko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi , 2008), ha lam an 33 
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yang pada gi lirann ya juga akan membawa peningkatan peran masyarakat di dalam 

pembangunan nas ional melalui pajak. 

Pajak sebenarnya merupakan jiwa nega ra, sebab tanpa pajak negara tidak 

akan atau sukar hidup, kecuali apabi la negara tersebut mempuyai penclapatan clari 

sumber-sumber alam (minyak, gas bumi , tambang emas, biji besi, magnes ium, dan 
' 

sebagain ya) clan I atau dari perdagangan atau industri-industri. Jadi pajak pacla 

hakikatnya mengena1 hidup negara seca ra ckonomis, bukan hidup secara 

manus iaw i. 3 Kebutuhan nega ra ada lah ke langsun ga n hidup lem baga- lembaganya, 

yang lain dar ipada kebutu han secara fisik. Pajak merupakan sum ber pendaptan suatu 

negara disamping sum ber alam (natural resources). Banyak seclikitnya uan g yang 

diper lu ka n oleh negara tergantu ng kepada ti ngkat ekonomi negara se:·ta rakyatnya . 

Lebih besar ti ngkat ekonomi negara, lebi h besar kebutuhann ya clai1 lebih besar juga 

pendapatan ya ng diperl ukan. 

Di lihat dari pentingnya pajak bagi pendapatan suatu negara, maka pajak 

tersebut pungutannya haruslah berdasarkan pada undang-undang yang diatur da lam 

pasal 23A Undang - Undang Dasar Negara Republik lndones ia Tahun 1945 yang 

bccbunyi: " pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 

diatur dengan undang-undang". Sebaga im ana diketahui bahwa pajak merupakan 

pcralihan clari rakyat kepada pemcrintah ya ng tidak ada imbalannya secant langsung 

3 
Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sug iharti, Asas dan Dasar Perpajakan I, (Band ung: Reftka 
Ad itama , 2004), ha laman 43 
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dapat ditunjuko Peralihan kekayaan demikian itu disebut perampasan , perampokan, 

pencopetan, pencurian (dengan paksa)o Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat 

kepada pemerintah tidak dikatc:kan sebagai perampasan, pencurian , atau pemberian 

had iah dengan sukarela maka di syaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus 

mendapat persetujuan dari rakyat lerlebih dahuluo 4 

Mengingat bahwa pajak rnerupakan pungutan paksa yang dilakukan 

pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung maka 

suatu pungutan pajak harus memenu hi asas-asas sebagai berikut: 5 

l 0 Asas legal, berdasarkan asas ini set iap pungut;:m pajak harus didasarkan 

undang-undango 
.• 

2 0 Asas kepastian hukum , ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh 

menimbulkan keraguan clan mempunyai satu pengertian yang ambigus 

3 0 Asas efi sien , pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan adm inistrasi pemerintahan dan pembangunano 

40 Asas non di storsi , pajak harus tidak menimbulkan distorsi di daiam 

mnsyarakat, terutama distorsi ekonomio 

50 Asas kesederhanaan, aturan-aturnn pajak harus dibuat secara sederhana 

sehin gga mudah dimengerti baik oleh .fiscus, maup un wajib paj ak , sebagai 

pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajako 

4 
Ibid, hal aman 8 

5 
Yo Sri Pudya tmoko, Opocito, hal aman 51 
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6. Asas adi I, alokasi beban pajak pada berbagai go Iongan masyarakat harus 

rncncerminkan kead il an. 

Pajak merupakan gejala sos ial , dan pajak hanya terdapat dalarn rnasyarakat. 

Masyarakat adalah kumpulan orang yang pada waktu tertentu, baik dalam waktu 

yang panjang, maupun yang pcndck, berada bersama-sama di suatu tempat deng:m 
• 

tujuan yang sa rn a.6 Rakyat Indones ia merupakan sej urnlah besar orang yang ada di 

Indonesia , untuk jangka pan.Jang, rnernpun yai tujuan tertentu , dan bertekad untuk 

rnendirikan negara ya ng rnerdeka dan bcrdaulat untuk rnencapai rnasya rakat yang 

adil, mak mur dan sejahtera, baik material m<1upun sp iritual merata dalam wadah 

negara kcsatuan. Maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat wajib pajak. Menurut 

Pasal I Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan: "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, yang mempun yai hak dan kewajiban perpaj akan sesuai den gan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ." 

Agar kesadaran pembayaran pajak ini tumbuh di masyarakat maka 

pemerintah rnengarnbil langkah menyederhanakan tata cara pajak rnenurunkan tarif 

pajak, serta menghapuskan sanksi pajak. Oleh karena itu , kemampuan menghitung 

pajak penghasi lan (selanjutnya di singkat PPh) adalail prasyarat untuk menikmati 

sunset policy. Sunset policy adalah penghapusan sanksi pajak untuk pajak 

-· 6 
Rochmat Soemilro dan Dewi Kania Sugiharli , Op. cil. , haiaman 44 
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penghas ilan ya ng seharu snya tcrhutang di masa lalu .7 Oleh karcna itu , kcmampuan 

menghitung paj ak penghasilan (se lanjutnya di singkat PPh) adalah prasyarat untuk 

menikm at i sunset policy. Sunset Policy adalah merupakan suatu kebijaksanaan 

publik dari pern erintah yang diharapkan dapat diterim a secara baik oleh masyarakat 

Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajakn ya. 

Sunset Policy merupakan program penghapusa n sanksi administrasi Pajak 

Penghas il an sebaga i bentuk pemberian fas ilitas perpajakan yang diatur berdasarkan 

Pasa l 37 A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bag ian dari program in tensifikasi 

da n ekstensifikasi pajak juga dim aksudkan sebagai jembatan penghubung antara 

ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ·yang lama 

dengan h~ t entu an ya ng ada di dalam KU P yang baru. Pada dasarnya Sunset Policy 

bertujuan untuk mendoron g Wajib Pajak aga r leb ih jujur, konsisten, patuh dan 

sukarela da lam me laksanakan kewaj iba n pajaknya, ya ng pada saat sebelumnya tidak 

sepenuhn ya dil ak ukan oleh Wajib Paj ak. Kemudian terkait dengan Sunset Policy, 

apakah dari keb ij akan yg di ambil in i menjadikan masyarakat sadar akan pembayaran 

paj ak penghas il an demi memberika sebuah kontribusi bagi APBN bahkan sampai 

sunset policy ini sudah tidak diberlakukann ya lag i. 

7 
Y.B. S igi it Hutomo, Pajak Penhasilan Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Universi tas Atm a Jaya, 2009), 

ha laman 2 
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Jumlah pajak penghasilan dari tahun 2007 berjumlah Rp. 

238.430.900.000,00, pada tahun 2008 sebesar Rp. 327.497.700.000,00 dan pada 

tahun 2009 sebesar Rp. 357.400.500.000,00. Maka bi sa dilihat dari tahun ke tahun 

pajak penghasilan mengalami peningkatan . Sumbangan pajak penghasi lan pada 

tahun 2007 sebesar 50, I% dari penerimaan pajak dan memberikan kontribusi 

terhadap APBN sebesar 24.3%. pada tahun 2008 pajak penghasilan memberikan 

sunbangan terh adap penerimaan pajak sebesar 49.7% da n memberi ka n kontr ibusi 

pada APBN sebesar 33 ,2%. Pada ta hun 2009 pajak penghas il an mem berikan 

sumbangan terhada p pen rima n pajak sebesar 49 .2% dan memberikan kontribusi 

bagi APBN sebesar 36.2%. Sehingga pajak penghasiian memiliki peranan yang besar 

bagi penerim aa n pajak secm·a kcscluruhan dan memberikan kontribusi ya ng besar 

bagi APBN. 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Penggunaannya juga harus 

berdasarkan undang-undang. lni dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara (se lanjutn ya di singkat APBN) ya ng mernuat penerimaan sel uruhn ya 

diperkirakan dan diperinci has il-has il yang keluar da ri seti ap sumber pendapatan . 

Has il-has il pajak dibagi ke dal am kelornpok pajak langsun g dan pajak tidak 

langsun g, ya ng kemudian diperinci lebih lanjut ke dalam hasi l seti ap jenis pajak. 

APBN ini disahkan oleh dewa n perwak il an rak ya l (se lanj uln ya disingkal DPR) dan 

dituangkan da lam bentuk undang-unclang. seperti halnya dengan pengesahan APBN . 
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Pres iden sebaga i kepala n cg:~ ra da n pemegang keku :=tsaan eksekutif, 

merupakan pejabat ya ng mengajukan rancangan APBN dan nota keuangan. Pada 

lazimnya mente ri keuangan yang mempers iapkan rancangan APBN dan nota 

keuangan tersebu t. Anggaran tidak se lalu sa ma dengan apa ya ng direa li sas ikan dan 

dapat di lihat dalam perhi tungan anggaran. 

Rancangan anggaran negara memuat perkiraan pendapatan dan penge luaran 

negara serta perincian keg iatan da lam jangka waktu satu ta hu n ke depan. Perkiraan 

pendapatan dan penge luaran negara harus memperoleh persetujuan dari DPR agar 

memperoleh leg itimas i dalam bentuk undang-undang. Setelah mem pero leh 

persetujuan, maka rancangan anggaran ncgara bcrubah menj adi anggaran negara . 

Anggaran negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan 

dan penge luaran serta rincian keg iatan-kegiatan di bidang pemerin tahan negara yang 

berasa l dari pemerintah unluk dalam jangka waktu satu tah un .8 Jumlah penerimaan 

dan j umlah penge luaran tidak semestinya direncanakan dengan cara tidak berim bang 

untu k tahun anggaran negara ya ng bersangk utan. Hal tersebut bertujuan un tuk 

mengetahu i sejau h mana kemempuan pemerin tah mengelola anggaran negara 

sehingga tidak menim bulkan defi sit terhadap anggaran negara . 

M. Djafar Said i, 1-/ukum Keuangan Negam, (Jaka rta: Rajawa li Pers, 2008), halaman I 04 
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Berdasarkan ura1an tersebut di atas, maka penelitian hukum ini mengambil 

judul: "KEBT.JAKAN SUNSET POLICY DAN KAITANNYA DENGAN PAJAK 

PENGHASILAN Jl1ENURUT PERATURAN UNDANG-UNDAlVG 

PERPAJAKAN" 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pembatasan malasah da lam pene li tian ini perlu di lakukan agar dalam 

pembahasann ya tidaka terlalu luas dan tidak menyimpang dari inti permasalahan 

disamping itu juga untuk mempermudah dalam melaksanakan pengolahan data 

peneliti. Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan tentang Kebijakan Sunset 

Po li cy dalam kaita nn ya dengan pajak penghasilan menurut perundang undangan 

perpajakan dalam meningkatkan APBN. 

2. Rumusan Masa lah 

a. Bagaimanakah keb ij akan Sunset policy kh ususnya pajak penghasilan di 

Indones ia? 

b. Bagaimanakah peranan kebijakan Sunset policy di bidang pajak penghasilan 

dalam rangka memberikan kontribusi bag i APBN? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

9 

Tujuan pokok ya ng hendak dicapai dalam penelitian ini ada lah untuk 

menj awab permasalahan-permasa lahan ya ng telah ditentukan, yaitu: 

a. Un tuk mcngetahui keterkaitan kebijakan Sunset Policy terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Untuk mengetahui fakto r-faktor yang menj ad i hambatan dalam pelaksanaan 

kebijakan Sunset Policy dalam ka itann ya den gan kepatuhan Wajib Pajak 

Penghasi ian (PPh). 

2. Manfaat Pcn elitian 

a. Bagi akadem isi 

Has il penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan refern si karya ilmi ah 

untul· mengembangkan pengetah uan di bidang hukum , khususnya untuk 

pengemban gan pemikiran ya ng berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak 

penghasi lan da lam memberikan kontr ibusi bagi APBN. 

b. Bagi masya rakat 

Has il penelitian ini dihararapkan dapat menj adi bahan informas i yang lengkap 

bagi masyarakat mengenai perpajakan nas ional; sehin gga da lam 

perkembangan era globa li sas i ini masyarakat akan semak in mengerti 

pentingnya pajak sebaga i salah satu pendapatan nega ra . 

Kebijakan sunset., Agus , Fakultas Hukum 2011



. • 

.• 

10 

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teoritis 

Permasalahn dalarn penu li san hukur~1 ini menimbulkan pemikiran teoriti s 

untuk membahas terl ebih dahulu sedikit mengena i tcori hukum perdata dalam 

kaitannya kebujakan sunset policy sangat berperan penting dalam kesadaran waj ib 

pajak demi peningkatan APBN tahun 2007 samapai 2010. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat mengetah ui seca ra empiri s dalam hukum perpaj akan 

dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan APBN, dan kebijakan Sunset Policy 

untuk hukum perpajakan. Kemudian mcmpe1:j elas mengenai hbijakan tersebut 

masuk dalam kajian hukum perdata atau pidana bagi pelanggar pembayaran pajak . 

2. Kerangka Konsepsional 

a. "kebijakan" yang dimaksudkan , di sepadankan dengan bahasa lnggri s policy 

ya ng dibedaka n dari kata wisdom yang berarti "kebijaksanaan" atau "kearifan". 

Menurut Thom as Dye kebijakan sebaga i pilihan pemerintah untuk melakukan 

a tau tidak mel akukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do ).9 

Menurut Ea lau dan Penvit kebijakan aclalah sebuah ketetapan yang berlaku 

ya ng dicirikan oleh prilaku yang konsisten dan berulang, baik dari ya ng 

membu8tn ya maupun yang mentaatinya (y8ng terkena kebijakan itu).10 

9 
Sa id Zai nal /\biclin , Kebljakan Publik, (Jakarta : Suara Beb<::s, 2006), halaman 20. 

10 
www.google.com, clikutip dari pembangunan keb ijakan social clan kebijakan sos ial : 
spectrum cl ari Ecl i Suhartu (Banclung: lembaga studi pembangunan) 
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b. Menurut Soeparman Soemahamidjaja 11 paja k adalah " iuran wajib, berupa uang 

atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasa rkan norma-norm a hukum , 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kcsejahteraan umurn ." Sedangkan menurut Rochmat Soemitro 12 pajak 

adalah " iuran rak yat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) ya ng 

Jangsung dapat ditunjukan dan ya ng di gunakan un tuk membayar penge luaran 

umum .'· 

c. Siklu s angga ran ada lah masa atau jangka waktu rnulai anggaran negara disusun 

sampai dengan saat perhitungan angga ran d isahkan dengan undang-undang.13 

3. Kerangka Pcmikiran 

Rakyat I ~ 

1 
Negara APBN Pembangunan 

1 
uu 

II 
M. Dj afa r Saidi , f-lukum Keuangan Negara, (Jakarta: Raj awali Pers, 2008) , halaman 104 

I ~ 
M. Dj afa r Sa icli , f-lukum Keuangan Negara , (Jakarta: Rajawal i Pers, 2008), halaman 104 

13 
Loc.cil. 
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E. Metode Penelitian 

Pentingnya dalam pelaksanaa n peneliti an hukum adalah mengembangkan 

di siplin hukum da n ilmu hu kum sebaga i salah satu dari tri -dharm a perguruan tingg i. 

Penelitian hukum tersebut bertujuan untuk membina kemampuan dan ketrampil an 

kepada mahasiswa dan para s a ~j a n a hu kum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, 
' 

yang obj ekti f, metodik dan 
. . 14 

SJstemat JS. Selanjutnya, Soerjono Soekanto 

mendefini sik.a n peneli tian sebaga i berik ut: 15 

1. Peneliti an merupak.an suatu keg iatan ilmi ah yan g berkaitan dengan anali sis 

dan konstruktif yang dil ak ukan secai·a metodologis, sistemati s dan 

'· 
konsisten . 

. • 

2. Metodologi berarti sesuai der1 gan metode atau ciri-ciri tertentu . 

3. Sistemati s adalah berd asarka n suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 

tidak adanya hal-hal ya ng bertentan gan dalam suatu kerangka tertentu. 

Da lam rangka me iakukan suatu penelitian diperlukan data yang va li d dan 

akurat sehin gga clengan demi kian pene li tian tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmi ah. Peneliti an hukum meru pakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu ata u beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengan ali sanya. Selain hal 

te rsebut. j uga di adakan pemeriksaan yang menda lam terhadap fakta hukum tersebut, 

14 
Hilman Hadikusuma, Me/ode Pembualan Kertas Keria atau Skripsi flm u Hukum, (Bandung : Mandar 
Maju, 1995), halaman 8 

15 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : U I Press, 199 1 ), halaman 42 
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untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-perm asa lahan 

yang timbul di dalam geja la yang bersangkutan. 

Langkah-langkah yang di gunakan dalam melakukan suatu penelitian haruslah 

dilandasi dengan suatu metode yang memberikan petunjuk yang cermat. Hal tersebut 

dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggun g jawabkan secara ilmiah 

sehingga memerlukan metode peneliti an agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah 

yang berkualitas. 

Adapun metode penclitian yang di gun akan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

I. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

yu ridi s norm at if, ya itu suatu metode atau cara yang di gunakan untuk 

memecahkan masa lah menitikberatkan pada data kepustakaan atau yang 

disebut data sekundcr melalui asas-asas umum. 16 Pcndekatan yuridi s 

normati f digunakan untuk menganali sis undang-undang pada khususnya 

da lam hal in i undan g-undang yang mengatur pajak penghasil an yang 

ber lak u di Jndones ia dalam me mberikan kontribusi terhadap APBN. 

Adapun data sek under yang di gunakan adalah peraturan perundang­

undangan yan g mengatur masalah hukum paj ak sebaga i sumber hukum 

primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adal ah literalur-literatu r 

hukum pajak baik berupa buku maupun karya tu li s ilmiah yang relevan 

16 
Bambang Sunggono, Met odologi Pene/it ian 1-/ukwn, (.J aka rta : Rajawa li Pers, 2009), halaman 52 
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dengan pokok pembahasan skripsi ini. Tidak lupa menggunakan kamus­

kamus hukum, cnsiklopedi , dan atau bahan referensi lainnya sebagai bahan 

hukum tersier untuk mendukung penuli san skripsi ini. Metode penelitian ini 

ya ng digunakan adalah metode anal isis kualitatif, karena menggunakan data 

seku nder dalam men yusun skripsi ini . 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dengan melihat sifat dari penelit:i an ini , maka spes ifikasi penelitian ini 

ada lah penelitian deskriptif analifis. Hal ini dimaksudkan untuk meluki skan 

geja la suatu peri stiwa dengan tepat dan jelas maka peneliti mencoba 

mcnggambarkan has il penelitian tersebut. 17 Bersifat deskriptif karena 

penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara rinci , sistemat is 

dan menyeluruh mengenai sega la sesuatu ya ng berkaitan dengan pengaturan 

pajak dalam memberikan kontribu si bagi APBN di da lam perundang-

undangan Indonesia. Bersi fat anal isi s mengandung makna 

mengelompokkan , menghubungkan, membandingkan , dan memaknai dari 

kebijakan hukum pajak khususnya di bidang pajak penghasilan Indones ia 

terhadap AP1:3N di dalam teori dan praktek. Anali sis terhadap hasil 

penel i tian d i harapkan mam pu untuk mengetah u i seberapa jauh 

perkembangan pengaturan ;.mdang-undang dalam mengalur paj ak 

17 
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penghasilan dalam memberikan kontribusi terhadap APBN beserta faktor-

faktor ya ng mempengaruhin ya . 

3. Jcni s dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini aga r dapat membahas seka ligus mendalami masalah 

yang ada, maka data ya ng dikumplkan berupa data sekunder, ya ng terdiri 
I 

atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, terdiri atas: 

I. Undang- Undang Dasar Negara Republik lndones ia Tahun 1945. 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara . 
. · 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 

Negara. 

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Um um dan Tata Cara Perpajakan, yang merupakan perubahan dari 

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000. 

5. Unclang - Undang Nomor 36 Tah1.111 2008, tentang P~jak 

Penghasilan, yang merupakan perubahan dar i Undang - Uncl ang 

Nomor 17 Tahun 2000. 

6. Undang - Undang Nomor 4 1 Tahun 2008, tentang Anggaran 

Pendapatan dan Be lanja Negara Tahun 2009. 
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7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan tentang 

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 

2009. 

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas : 

1. Hasil penelitian, maka lah, pertemuan ilmiah dan lain-lain yang 
' 

berkaitan den gan pene litian ini. 

2. Berita-berita dan artikel-artikel di med ia massa, baik media cetak 

maupun medi a clektron ik. 

c. Bahan hukum tersier, ya ng terdiri atas: 

I. Kamus hukum 
.· 

2. Kamu s besa r bahasa Ind onesia 

3. Kan1us terjen1ahan bahasa lnggris- Indonesia 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini , 

men ggunakan langkah studi kepu stakaan, ya itu teknik yang dipergunkan untuk 

memperoleh data sekunder yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan , 

buku-buku literatur dan referensi - referensi lain yang berkaitan dengan rnasalah 

yang dibahas. Teknik ini dipergunakan untuk mengurnpulkan data dalarn rangka 

memecahkan perm asa lahan penelitian ini. 

Data kepustakaan diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi atau dari luar 

,• 
perguruan tinggi ya ng meliputi , antara lain : 
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I. Buku - buku teks dan referensi ya ng beri sikan pengetahuan tentang 

perpajakan. 

2. Has il penelitian skrip i atau karya tulis yang merupakan hasil peneliti an 

a tau penem uan baru. 

3. Majalah, jurnal dan artikel - artikel yang berkaitan dengan penelitian 
' 

tersebut. 

Selain inform as i ya ng dipero leh dari berbagai sunber di perpustakaan maka 

da patj uga memperoleh bahan kepustakaan dari media elektronik. 

4. Teknik Anali sis Data 

Ana li sis data mei·upakan langkah tcrakhir dalam suatu kegiatan pene litian . 

Anali sis data ya itu proses pengumpu lan data yang didasarkan atas segala 

data yang sudah diolah. Data ya ng diperoleh akan dipil ah-pilah dan disusun 

secara sistemati s untuk kemud ian dianali sis secat·a kua li tatif untuk 

menggambarkan has il peneli tian. 

Metode anali sis data menggunakan anali sis isi data dengan memfokuskan 

penganali sisan hubungan an tara kebijakan pajak penghas il an dan 

kontribusinya bag i APBN. Hasil anali sis tersebut kemudian diteliti kembali 

mela lui proses editing, ya itu suatu proses dim ana dilakukan pemeriksaan 

atau penelitian kembali data ya ng sudah terkumpul dan di anali sa untuk 

menj amin data tersebut clapat clipertanggungjawabkan sesuai dengan 
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ken ya taann ya. 18 Pada ak hirn ya data has il anali sis tersebut dituangkar: dan 

disu sun secara sistemat is di da lam skripsi ini . 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika da lam penu li san peneli tian dalam skripsi ini dibagi dalam tiga 

bagian, yang mas ing-mas ing bag ian tersebut mem iliki beberapa sub bab tersendiri , 

yang secara gari s besa r perinci ann ya sebaga i berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini di saj ikan keadaan secara umum, yang terdiri 

dari lima sub bab, ya itu : latar belakan g peneli tian, perumusan masalah, tujuan 

peneiitian, kegunaan peneliti an dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang peraturan-peraturan 

yang mendasari dan berhubun gan den ga n fakta atau pennasa lahan yang akan 

dibahas. 

Bab I I I Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan , dipaparkan 

dan clisajikan mengenai hasil penelit ian yang di lak ukan mengenai permasalahan 

ya ng akan diangkat dal am skripsi in i. 

Bab IV Pembahasan dan Ana li sis Hasil Penelitian. Pada Bab ini menje laskan 

men genai pembahasan dan anali sis dari hasi l pene li tian mengenai pajak pendapatan 

da lam meningkatkan angga ran pend apatan dan be lanja nega:- (APBN) 

Bab V Kesimp ul an dan Saran. Pada bab ini berisi kes! mpulan dari has i I 

pembahasan Lerhadap permasalahan yang diangkat dan te lah diuraikan dalam bab-

18 
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bab sebelumnya, serta pcmberi an saran-sa ran yang dianggap perlu demi tercapain ya 

kegunaan dari skripsi ini sehingga bi sa bermanfaat bagi masyarakat. 
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